BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ketentuan penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban
kekerasan berbasis gender online (KBGO) berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana
Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban
Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum dapat memberikan kepastian
hukum pada korban. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025
seharusnya menjadi peraturan pelaksana yang menjamin pemenuhan hak
atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan korban tindak pidana
kekerasan seksual, khususnya KBGO. Tidak ditemukan jangka waktu yang
mengikat bagi instansi penerima laporan untuk meneruskan dan
menindaklanjuti permintaan penghapusan konten tersebut ke tahap
selanjutnya. Patut disayangkan ketika alur prosedur pada tahap pertengahan
hingga akhir sudah menetukan jangka waktu yang jelas, tetapi pada tahap
awal justru tidak ditentukan. Tahap awal penerimaan laporan atas
permintaan penghapusan konten bermuatan seksual merupakan titik krusial
karena menjadi penentu awal pemenuhan hak korban.

Inkonsistensi penggunaan frasa “dan” serta “dan/atau” pada Pasal
33 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), serta Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 30 Tahun 2025, dapat menimbulkan kerancuan dalam konteks pihak
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yang dituju untuk mengajukan permintaan penghapusan konten bermuatan
seksual. Kerancuan ini berkaitan dengan permintaan penghapusan konten
bermuatan seksual harus diajukan secara alternatif atau kumulatif kepada
seluruh instansi yang ditunjuk sebagai penerima permintaan awal. Hal
tersebut mencederai asas kepastian hukum dan mengabaikan tujuan awal
yang diamanatkan UU TPKS untuk memberi pemenuhan hak korban atas
penanganan, pelindungan, dan pemulihan yang seharusnya dijamin oleh

ketentuan setingkat Peraturan Pemerintah.

. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, terdapat
saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta
Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana
Kekerasan Seksual, dengan secara eksplisit menetapkan batas waktu
yang pasti dan ketat, bagi seluruh instansi penerima laporan awal
untuk menindaklanjuti dan meneruskan permintaan penghapusan
konten bermuatan seksual ke tahap selanjutnya. Lebih lanjut,
Pemerintah wajib menyelaraskan kualitas perumusan hukum dengan
menghilangkan ambiguitas frasa 'dan' serta 'dan/atau’' guna

memperjelas apakah korban memiliki jalur pengajuan permintaan
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penghapusan konten bermuatan seksual secara alternatif atau
kumulatif.

. Bagi instansi pelaksana, perlu adanya peraturan internal atau
petunjuk teknis yang mengatur mekanisme penanganan,
pelindungan, dan pemulihan korban TPKS, khususnya terkait
jangka waktu penindakan laporan awal atas permintaan
penghapusan konten bermuatan seksual. Keberadaan ketentuan
internal dari instansi, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia
dan Kejaksaan Republik Indonesia, dapat menjadi bukti ketaatan
aparat penegak hukum kepada prinsip dalam UU TPKS yang
mengutamakan pemenuhan hak korban atas penanganan,

pelindungan, dan pemulihan korban TPKS dengan segera.
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